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ABSTRAK
Nama Ritta Yoafifi. Nim. S351308049. Penulisan tesis ini berjudul :
Analisis Pelaksanaaan Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Perseorangan Di Suku
Jautunyi-Ormu  Kota Jayapura.
Tujuan penelitiaan dan Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana aturan
hukum mengenai peralihan tanah hak ulayat menjadi hak perseorangan menurut
ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana prateknya yang terjadi dalam suku
Jautunyi-Ormu. Untuk mengetahui bagaimana kontruksi hukum peralihan hak
ulayat ke hak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi Ormu. Untuk
mengetahui akibat hukum bila dalam peralihan tanah hak ulayat menjadi hak
perseorangan tidak melibatkan Notaris-PPAT.
Motode penelitiaan yang digunakan adalah metode pendekan empiris (non
doktrinal) dengan spesifikasi deskritif analisis.  Data yang digunakan adalah data
primer yang di peroleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu melalui study
kepustakaan yang di peroleh dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier.Teknik analisis data, penulis mengunakan metode kualitatif
untuk menjawab isu hukum dalam penelitiaan ini.
Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan peralihan hak ulayat menjadi
hak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi-Ormu yaitu: Proses peralihan hak
ulayat menjadi hak perorangan yang seharusnya mengunakan ketentuan hukum
Nasional dengan cara melepaskan hak ulayat ke negara kemudian dimohonkan
haknya oleh pihak yang memerlukan tanah sama sekali tidak diterapkan dalam
suku Jautunyi- Ormu. Dalam prateknya suku-Jautunyi Ormu membuat aturan adat
sendiri tentang proses peralihan hak ulayat menjadi hak perorangan yang secara
umum masih tejadi di bawah tangan. Masyarakat adat berangapan tanah hak
ulayat adalah hak kekuasaan masyarakat adat yang telah ada sejak zaman dulu dan
diwariskan oleh nenek moyang mereka sebelum pemerintah Republik Indonesia
terbentuk.
Kontruksi hukum Peralihan hak ulayat ke hak perseorangan sekalipun
beralih tetapi hubungan hukum masih ada antara masyarakat hukum adatkedua
dengan tanah hak ulayatnya, artinya hak ulayatnya tidak terlepas sama sekali
karena masih ada kewajiban –kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemakai
tanah. Kewajiban-keajiban dimaksud sengaja dibuat agar suku Jautunyi-Ormu
masih mempunyai ikatan dengan tanah hak ulayat, dengan sendirinya masyarakat
hukum adatpun tidak kehilangan bagian hak ulayatnya yang melambangkan
eksistensi keberadaanya.
Akibat hukum peralihan hak ulayat ke hak perseorangan  yang dilakukan
dibawah tangan tanpa akta PPAT tetaplah sah, bila memenuhi syarat materiil dan
juga syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPERDATA Pasal 1320.
Konsekuensinya Pembeli hanya menguasai tanahnya secara fisik tetapi pembeli
tidak dapat membuktikan kepemilikan secara yuridis sebagaimana diinginkan
dalam hukum tanah Nasional.
Kata kunci : Peralihan, Hak Ulayat, Hak Perorangan.
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ABSTRACT
Name Ritta Yoafifi. Nim. S351308049. This thesis was entitled: An
Analysis on the implementation of Ulayat Right Transfer into Individual Right in
Jautunyi-Ormu Tribe of Jayapura City.
This research aimed to find out the regulation about the transfer of ulayat
(customary) right land into individual right according to the enacted legal
provision, the practice occurring in Jautunyi-Ormu Tribe, and the legal
construction of ulayat right transfer into individual right occurring in Jautunyi
Ormu tribe, and the legal consequence of ulayat right transfer into individual right
not involving Notary-Land Deed Recording Officer.
The research method employed was empirical (non-doctrinal) approach
with descriptive analytical specification. The data employed were primary data
obtained from interview and secondary one obtained through library research on
primary, secondary and tertiary law materials. Technique of analyzing data used
was qualitative one to address the legal issue in this research.
The conclusion of research was that the implementation of ulayat right
transfer into individual right occurring in Jautunyi-Ormu tribe was as follows: the
process of transferring ulayat right into individual right that should use National
legal provision by releasing ulayat right to the state and then applying form its
right by those requiring the land was not applied at all in Jautunyi-Ormu tribe. In
practice, Jautunyi-Ormu tribe develop its own customary rule about the process of
transferring ulayat right into individual right commonly occurring illegally. The
customary community assumed that ulayat right land is the right belonging to
customary community that has been existing since a long time ago and inherited
by their ancestor before the Republic of Indonesia’s government was established.
Legal construction of the transfer of ulayat right into individual right was
that despite transfer, there was still a legal relation between the second customary
law community and its ulayat right, meaning that ulayat right was not apart at all
because there are obligations to be fulfilled by land users. Such the obligations
were intended deliberately to make Jautunyi-Ormu tribe having bond with ulayat
right land, so that customary law community would not loss its ulayat right share
representing its existence.
The legal consequence of ulayat right transfer into individual transfer
conducted illegally without PPAT (Land Deed Recording Officer) document
remained to be valid, when it meets material condition and provisions existing in
Article 1320 of KUHPERDATA. Consequently, the buyer only mastered the land
physically but he/she could not prove his/her ownership in juridical manner as
required in National land law.
Keywords: Transfer, Ulayat Right, Individual Right
